BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kemiskinan secara umum mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia
dan menjadi salah satu faktor utama dari berbagai jenis ketidakadilan yang terjadi,
yang sangat mempengaruhi kemajuan suatu negara. Kemiskinan yang tinggi
menyebabkan negara tidak dapat berkembang secara ekonomi dan menjadi
penghambat bagi sistem sosial, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah dan munculnya kelas-kelas yang mulai menggolongkan
orang-orang, dan secara khusus menggoyahkan keberadaan negara. Selain itu,
tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tidak
dapat dimiliki oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Rawls dalam merumuskan teori keadilan, ia menjadikan teori kontrak
sosial sebagai teori yang sangat berpengaruh dalam merumuskan karya
terbesarnya tersebut. la mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat yang lebih
abstrak dalam sebuah rumusannya yang disebut posisi asali. Posisi asali
merupakan hipotesis yang memungkinkan setiap orang yang bebas, rasional, dan
setara memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan mencapai
kesepakatan. Kesepakatan dari setiap orang yang bebas, rasional, dan setara inilah
yang menghasilkan prinsip-prinsip keadilan yang fair. Dari Locke dan Rousseau,
Rawls mendapatkan perspektif baru bahwa sebuah undang-undang dikatakan adil
sejauh undang-undang tersebut tidak mendapatkan intervensi dari pihak lain akan
tetapi dihasilkan dari para pelaku yang bebas. Dengan kata lain, Rawls
menggunakan pendekatan kontrak sosial untuk menjelaskan prinsip-prinsip moral
yang ia perjuangkan. Prinsip-prinsip moral tersebut terungkap dalam prinsip
keadilan sebagai fairness, yang diusulkan Rawls untuk diterapkan dalam struktur

dasar masyarakat.

Rawls mengemukakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam posisi awal

dalam proses mencapai kesepakatan prinsip-prinsip keadilan. Prasyarat tersebut



merupakan veil of ignorance, yang di mana setiap individu dianggap tidak
memiliki pengetahuan khusus yang dapat mendorong mereka untuk memilih suatu
prinsip yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Dengan kata lain, mereka yang
bergabung tidak tahu posisi mereka di masyarakat, rencana mereka, atau tujuan
khusus mereka. "Nilai-nilai primer” khususnya nilai-nilai primer sosial adalah
satu-satunya motivasi mereka. Menurut Rawls, hanya ketika semua orang berada
di dalam selubung ketidaktahuan yang dapat membebaskannya dari kepentingan
pribadi mereka, penilaian atau keputusan yang tidak berdampak negatif pada

kepentingan orang lain dapat dibuat.

Dalam keseluruhan A Theory of Justice, Rawls membicarakan tentang
prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Prinsip pertama berbicara tentang hak-
hak kebebasan yang sedapat mungkin sama adalah hak asasi manusia merupakan
nilai tertinggi yang patut dihargai dan harus diberi prioritas mutlak. Pada skala
prioritas yang kedua adalah ‘prinsip 2b’ yaitu prinsip persamaan peluang yang
fair. Makna dari prinsip ini adalah semua warga negara harus memiliki peluang
yang sama dalam memegang jabatan yang penting. Akhirnya, aturan prioritas

yang terakhir adalah ‘prinsip 2a’ yang disebut dengan prinsip perbedaan.

Peran prinsip keadilan dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat
dalam pendistribusian subsidi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah
dengan strategi ‘maximin’ merujuk pada ‘prinsip perbedaan’. Semua kebijakan
yang didistribusikan oleh pemerintah harus benar-benar tertuju kepada masyarakat
miskin dengan memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mendapatkan kesejahteraan.
Kemiskinan di Desa Loko Kalada merupakan realitas yang disebabkan oleh
kesalahan dalam  penyusunan kebijakan yang menyebabkan dalam
pendistribusiannya masyarakat tidak mendapatkan dampak positif yang
menunjang hidupnya untuk keluar dari kungkungan kemiskinan. Penyebab lain
terjadinya kemiskinan adalah pemerintah tidak serius dalam menangani
kemiskinan sehingga banyak masyarakat yang miskin tetapi tidak mendapatkan
subsidi sedangkan mereka yang hidupnya berkecukupan mendapatkan subsidi.
Peran ‘prinsip perbedaan’ dalam menangani kemiskinan di Desa Loko Kalada
sangat strategis karena untuk menciptakan kesejahteraan secara keseluruhan

maka, perlu untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang kurang
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beruntung. ‘Prinsip perbedaan’ John Rawls sangat relevan dengan amanat UUD
1945, di mana seluruh masyarakat menginginkan terciptanya keadilan sosial,

ekonomi, dan politik demi kesejahteraan bersama.
4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan dalam keseluruhan
skripsi ini, Penulis membuat beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak.
Pertama, bagi pemerintah Indonesia dalam tataran pusat, daerah, maupun desa.
Gagasan keadilan Rawls menuntut pemerintah untuk menciptakan tatanan hidup
bersama yang adil bagi seluruh warga negara. Dalam hal ini, pemerintah wajib
untuk menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah harus menjamin
hak dan kebebasan konstitusional setiap individu, memastikan hukum dan
penegakan hukum yang adil, serta mengusahakan terwujudnya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia, secara khusus dalam hal ini terkait keadilan dalam
kebijakan pendistribusian subsidi di Desa Loko Kalada, terutama bagi mereka

yang benar-benar membutuhkan memperoleh kesejahteraan.

Kedua, untuk setiap warga negara Indonesia, gagasan keadilan Rawls
menyatakan bahwa setiap warga negara harus berpartisipasi secara aktif dalam
pengupayaan kehidupan bersama yang adil dan sejahtera. Di negara yang
demokratis ini, setiap warga negara diingatkan untuk tidak ragu menyuarakan
hak-hak dasarnya melalui pengetahuan yang mereka peroleh, berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Mereka harus menilai secara kritis apakah kebijakan

pemerintah adil atau tidak di hadapan masyarakat.

Ketiga, bagi pemerintah dan juga masyarakat Desa Loko Kalada. Bagi
pemerintah, dalam menjalankan roda pemerintahan buatlah kebijakan yang dapat
menguntungkan semua orang serta memperhatikan mereka yang kurang
beruntung agar mendapatkan manfaat atau keuntungan yang paling besar dan bisa
setara dengan mereka yang hidupnya sejahtera serta dalam pendistribusian
program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga benar-benar
tertuju bagi mereka yang membutuhkan. Bagi masyarakat, agar setiap kebijakan
yang didistribusikan oleh pemerintah dalam bentuk subsidi ataupun dalam bentuk

lain seperti sarana dan prasarana agar selalu dijaga, dimanfaatkan, dan
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dikembangkan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan menciptakan
kesejahteraan.

Keempat, bagi para mahasiswa. Sebagai orang yang terpelajar serta agen
perubahan, para mahasiswa memiliki tanggung jawab etis dalam memperjuangkan
keadilan dan keadilan bagi masyarakat kecil dan terpinggirkan. Dalam hal ini,
gagasan keadilan dari Rawls, dapat menjadi sebuah landasan berpikir dalam
menilai, mengkritisi, serta menolak pelbagai produk hukum dan kebijakan negara

yang tidak adil.

Kelima, bagi lembaga IFTK Ledalero. Keadilan merupakan tema yang
relevan dan aktual dengan konteks kehidupan masyarakat. Oleh karena itu,
gagasan keadilan para filsuf, termasuk gagasan keadilan Rawls, harus terus
diperkenalkan kepada mahasiswa. Dengan berbekal gagasan-gagasan keadilan
tersebut para mahasiswa dapat mengembangkan suatu pemikiran yang analitis dan

kritis terhadap pelbagai situasi ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat.
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